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KATA PENGANTAR 

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran 2012, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna 

Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan 

keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. 

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Timur adalah salah satu entitas 

akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan 

akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi 

Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa 

Tenggara Timur mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan 

Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan 

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan didalamnya 

telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada 

para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan 

akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada 

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Timur. Disamping itu laporan 

keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam 

pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

baik (good governance). 

 Kupang, 31 Desember  2012 
Kepala BPTP NTT, 

 
 

Ir. Amirudin Pohan, MSi 
NIP. 19650706 199303 1 002 



 

 

  
 

 
  

KEMENTERIAN PERTANIAN 

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN 

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR 
Jalan Timor Raya Km 32 Naibonat, Kupang – NTT; PO.Box. 1022 Kupang 85000 

Telephone ; 0380-8086464; Faximile : 0380-833766 

 

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

 

 

Laporan Keuangan  Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Timur 

018.09.2400.567783.KD Kementerian Pertanianyang terdiridari:Laporan Realisasi Anggaran, 

Neraca, dan Catatan atasLaporan Keuangan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana 

terlampir,adalah merupakan tanggung jawab kami. 

Laporan Keuangan tersebut telah  disusun  berdasarkan  sistem  pengendalian internyang 

memadai,dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan 

secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

 

 

 Kupang, 31 Desember 2012 
Kepala BPTP NTT, 

 
 
 
 

Ir. Amirudin Pohan, MSi 
NIP. 19650706 199303 1 002 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 
  

 

RINGKASAN 

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku 

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan 

Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan 

Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam 

rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).  

Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Timur 

018.09.2400.567783 .KD Tahun 2012 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan 

realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 

sampai dengan 31 Desember 2012. 

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2012 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak 

senilai Rp143,157,535.00 atau mencapai 247.54% dari estimasi pendapatan senilai 

Rp57,831,702.00.  

Realisasi Belanja Negara pada TA 2012 adalah senilai Rp16,128,143,775.00 atau 

mencapai 95,04% dari alokasi anggaran senilai Rp16,969,873,000.00. 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011 dapat disajikan sebagai 

berikut: 

 

 

 



 

 

  
 

 
  

Tabel 1. Ringkasan laporan Realisasi Anggaran Periode Yang Berakhir 31 Desember 2012 
dan 31 Desember 2011 

31 Des 20111

Anggaran Realisasi
% Realisasi 

thd Anggaran
Realisasi

Pendapatan Negara              57,831,702 143,157,535         247.54%             158,001,278 

Belanja Negara 16,969,873,000        16,128,143,775 95.04%         26,940,990,859 

Uraian

31 Desember 2012

 

NERACA 

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan 

ekuitas dana pada per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011. 

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana 

yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri KeuanganNomor 171/PMK.05/2007 

sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 

Jumlah Aset adalah senilai Rp. 43,041,721,223,00 yang terdiri dari Aset Lancar senilai 
Rp  5,950,440.00, Aset Tetap senilai Rp  42,853,214,210.00, Piutang Jangka Panjang 

senilai Rp 0,00 dan Aset Lainnya senilai Rp 182,556,573.00.. 
 
Jumlah Kewajiban adalah senilai Rp 30.00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. 

Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah senilai Rp 43,081,721,193.00 yang terdiri 
dari Ekuitas Dana Lancar senilai Rp 5,950,410.00 dan Ekuitas Dana Investasi senilai 
Rp 43,035,770,783.00. 
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 dapat disajikan 
sebagai berikut: 

 



 

 

  
 

 
  

Tabel 2.Ringkasan Neraca Per 31 Des 2012 dan 31 Desember 2011 

31 Des 2012 31 Desember 2011

(Rp) (Rp)

5,950,440 3,807,300 2,143,140 56.29 

42,853,214,210 39,521,338,435 3,331,875,775 8.43 

0 0 0 0.00 

182,556,573 5,558,573 176,998,000 3184.23 

43,041,721,223 39,530,704,308 3,511,016,915 8.88 

30 200,000 (199,970) (99.99)

30 200,000 (199,970) (99.99)

5,950,410 3,607,300 2,343,110 64.95 

43,035,770,783 39,526,897,008 3,508,873,775 8.88 

43,041,721,193 39,530,504,308 3,511,216,885 8.88 

43,041,721,223 39,530,704,308 3,511,016,915 8.88 

KEWAJIBAN

URAIAN

TANGGALNERACA KENAIKAN/ (PENURUNAN)

(Rp) %

        Aset Lancar

        Aset Tetap

        Piutang Jangka Panjang

        Aset Lainnya

Jumlah Aset

ASET

        Ekuitas Dana Lancar

        Ekuitas Dana Investasi

Jumlah Ekuitas Dana

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

        Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah Kewajiban

EKUITAS DANA

 

2. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis 

atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk 

pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalahpenyajian informasi yang diharuskan dan 

dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya 

yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. 

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 

tanggal 31 Desember 2012, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui 

berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas 

negara. 

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2012, nilai Aset, Kewajiban, dan 

Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan 

timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan 

dari rekening kas negara. 

 


